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ABSTRAK 

A. JUDUL : 

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Penyelesaian Perselisihan 

Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Perusahaan Berdasarkan Perspektif 

Hukum Ketenagakerjaan. 

B. Nama : H.Yusmedi Yusuf 

C. NIM : 208182002 

D. Kata kunci : Perlindungan hukum terhadap pekerja, penyelesaian 

perselisihan Pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan berdasarkan 

perspektif  hukum ketenagakerjaan  

 

E. ISI  :  

Pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan sering menimbulkan 

perselisihan dengan pihak pekerja. Negara hukum memberikan 

perlindungan dalam melaksanakan  hubungan industrial terhadap  pihak 

pekerja, pengusaha dan pemerintah. Mekanisme perlindungan hukum 

terhadap pekerja dalam penyelesaian perselisihan PHK oleh perusahaan 

dalam negara hukum di Indonesia.     

 Model perlindungan hukum terhadap pekerja dalam penyelesaian 

perselisihan PHK, diharapkan  pemerintah dapat mengimplementasikan   

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

selanjutnya disebut UUK dan  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 

Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial selanjutnya disebut 

UUPPHI.  Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (omnibus law)  pada bab kedua bagian ketenagakerjaan 

merevisi UUK dan menggabungkan pasal-pasal perlindungan terhadap 

PHK dari  UUK yang berlaku sebelumnya , namun tidak menambahkan atau 

mencantumkan  pasal-pasal yang mengatur lembaga  penyelesaian 

perselisihan hubungan indusrial. 

Metode  penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap bahan 

pustaka yang merupakan data dasar  dalam ilmu pengetahuan digolongkan 

sebagai data sekunder. . Penelitian hukum normatif berfungsi untuk 

memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan, dan 

konflik norma.  

Mekanisme perlindungan hukum terhadap pekerja dalam  penyelesaian 

perselisihan PHK oleh perusahaan dilaksanakan melalui  upaya bipartite, 

mediasi, konsiliasi, arbitrase, Pengadilan Hubungan Industrial dan 

Mahkamah Agung.  

  Model perlindungan hukum terhadap pekerja melalui  mediasi oleh  

mediator   pegawai Negeri Sipil (PNS) di bidang ketenagakerjaan memiliki 

kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan  PHK  di dalam   perusahaan.  

Mediator , arbiter dan konsiliator untuk secara bersama menyelesaikan 

perselisihan PHK oleh perusahaan sebagai upaya untuk  mengawasi 

pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. Dengan demikian model perlindungan hukum terhadap 
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pekerja dalam  penyelesaian perselisihan PHK oleh perusahaan dapat 

berlangsung cepat, adil  dan biaya murah. 
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